
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha
Milik Daerah adalah dalam upaya mendorong pertumbuhan
perusahaan milik daerah, pertumbuhan perekonomian
daerah, dan pembangunan daerah serta meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal dan
perkembangan rekonsiliasi asset daerah dipandang perlu
adanya penyesuaian terhadap jumlah penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 478);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pendirian Bank Pembangunan
Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Seri A Tahun 1963 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian PT. Pusat Rekreasi
dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 1
seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun
2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2002);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E
Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung
Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung
Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 14,
TambahanLembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
14 );

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25 );

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 34);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Bank Pasar Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Apotek Waringin Mulyo
Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata
Kabupaten Temanggung Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Penjelasan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penyertaan modal pemerintah daerah sampai dengan tahun 2014 baik berupa
tunai dan/atau barang adalah sejumlah Rp 58.348.725.228,01 (lima puluh
delapan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh lima
ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah nol satu sen).

Perubahan jumlah penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka
penyesuaian sehubungan dengan penambahan penyertaan modal berupa tunai
dan barang (tanah/bangunan/peralatan) serta penyesuaian atas hasil
rekonsilisasi aset daerah.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 18


